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Abstract 
This research aims to know the implementation of disaster mitigation Policies in Parigi 
Moutong Regency, usefulness in the study as reference material to the development of science in 
the science of public administration in particular, in this research uses qualitative research 
methods. To perform the data collection techniques by conducting in-depth interviews, observation 
and documentation. Researchers conduct interviews with 5 (five) the informant was selected by 
asking questions related to the 6 (six) the variable policy implementation model of Van Meter and 
Van Horn in Agustino. As for the stages in a State of disaster: before the disaster, while disaster 
and after the disaster. The research results indicate (1) the implementation of disaster mitigation 
Policies in the Regency Parigi Moutong that targets, standards and policies that existed for this 
has not been effective so that the need for improvements in accordance with the policy objectives. 
Human resources is in compliance with the mechanism just yet effective, whereas the implementing 
agent characteristics sometimes policy has not been in accordance with the needs of the community 
since it has yet to match the standard work procedures or Standard Operating Procedures (SOP), 
communication between the associated organisations is still less so that the submission of 
information to the implementing policy on what the standards and goals are not uniform and 
consistent so that the occurrence of mis of communications at the time of the disaster with disaster 
relief coordinator between relevant parties. 
Keywords: policy, disaster relief, Regency of Parigi Moutong 
 
Indonesia adalah negara yang rawan 
terhadap berbagai bencana baik bencana alam 
maupun bencana sosial. Jumlah penduduk 
indonesia yang besar menambah risiko 
bencana menjadi semakin besar. 
Pentingnya kesiapsiagaan menghadapi 
bencana bagi seluruh stakeholder. Intensitas 
kejadian bencana, karakteristik dan dampak 
bencana alam di Indonesia terus meningkat. 
Kementerian Sosial Republik Indonesia 
merupakan lembaga negara yang mendapat 
mandat untuk merencanakan, mengelola, 
melaksanakan dan mengendalikan 
Penanggulangan Bencana bidang 
perlindungan sosial. 
Sulawesi Tengah adalah daerah rawan 
bencana yang merupakan jalur patahan gempa 
Palu-Koro, sehingga sering terjadinya 
bencana yang mengakibatkan banyak 
kerugian. Sejak lima tahun terakhir ada 
beberapa daerah di sulawesi tengah yang 
dilanda bencana seperti Kabupaten Morowali, 
Toli-toli, Sigi dan Parigi Moutong. Adapun di 
Parigi Moutong  yang melanda 5 (lima) desa 
di Kecamatan Parigi Selatan yang 
mengakibatkan ratusan bangunan yang rusak 
parah dan ribuan pengungsi. 
Dalam beberapa tahun terakhir, Parigi 
Moutong sering kali dilanda bencana baik 
bencana alam maupun bencana Sosial. 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penganggulangan Bencana dalam Bab 1 
bahwa: Bencana adalah peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 
alam dan/atau faktor  nonalam maupun faktor 
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manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 
Sebagaimana dijelaskan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
bahwa: Bencana alam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
tanah longsor, kebakaran umum dan abrasi. 
Bencana nonalam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa nonalam yang antara lain berupa 
gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, 
dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 
manusia yang meliputi konflik sosial 
antarkelompok atau antarkomunitas 
masyarakat, dan teror. 
Penyelenggaraan penanggulangan 
bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan 
yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi. 
 Kebijakan Publik adalah apa saja 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan 
atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian 
ini, pusat perhatian dari kebijakan publik 
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, 
melainkan termasuk apa saja yang tidak 
dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang 
tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang 
memberikan dampak cukup besar terhadap 
masyarakat seperti halnya dengan tindakan-
tindakan yang dilakukan pemerintah. Thomas 
R. Dye (1981:153) 
Implementasi merupakan tindakan oleh 
individu, pejabat, kelompok, badan 
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam suatu keputusan tertentu. 
Badan-badan tersebut melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang 
membawa dampak pada warganegaranya. 
Namun dalam praktinya badan-badan 
pemerintah sering menghadapi pekerjaan-
pekerjaan di bawah mandat dari Undang-
Undang, sehingga membuat mereka menjadi 
tidak jelas untuk memutuskan apa yang 
seharusnya dilakukan dan apa yang 
seharusnya tidak dilakukan.Van Meter and 
Van Horn, dalam Budi Winarno (2006: 149)  
Implementasi Kebijakan publik model 
Van Meter dan Van Horn dalam Agustino 
(2012:142) dijelaskan bahwa kinerja kegiatan 
dipengaruhi oleh beberapa variabel yang 
saling berkaitan sebagai berikut: 
- Standar dan sasaran kebijakan. Dalam hal 
ini jika dikaitkan dalam variabel bahwa 
sasaran kebijakan yang ada selama ini 
belum tepat sehingga perlu adanya 
perbaikan sesuai dengan standar dan 
tujuan kebijakan. Standar dan tujuan 
kebijakan memiliki hubungan yang erat 
dengan para pelaksana (implementors). 
- Sumber Daya. Bila dilihat dari sumber 
daya manusia bahwa masih kurangnya 
basic ilmu sesuai dengan tupoksi yang ada 
khususnya ilmu sosial atau tentang 
pelayanan publik sehingga kurang 
lancarnya administrasi implementasi 
dalam pengambilan kebijakan. 
- Karakteristik organisasi pelaksana. Yang 
menjadi permasalahan  dan persoalan 
terkadang kebijakan tidak sesuai dengan 
prosedur kerja standar atau Standard 
Operating Procedures (SOP) dan 
Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari 
tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, 
seperti anggota legislatif yang mempunyai 
kepentingan untuk warga daerah 
pemilihannya atau kelompok-kelompok 
kepentingan. 
- Sikap/kecenderungan (disposisi) para 
pelaksana. Sering terjadi permasalahan 
dengan warga salah sasaran karena 
implementor laksanakan adalah kebijakan 
“dari atas” (top down) yang mungkin 
pengambil keputusannya tidak mengetahui 




(bahkan tidak mampu menyentuh) 
kebutuhan, keinginan atau permasalahan 
yang warga ingin selesaikan. 
- Komunikasi antar organisasi terkait dan 
aktifitas pelaksanaan. Komunikasi  antar 
organisasi terkait masih kurang sehingga 
penyampaian informasi kepada pelaksana 
kebijakan tentang apa yang menjadi 
standar dan tujuan tidak seragam dan 
konsisten (uniformity and consitency). 
Adapun fenomena-fenomena yang 
berkaitan dalam penelitian ini berupa, sasaran 
kebijakan yang ada selama ini belum tepat 
sehingga perlu adanya perbaikan sesuai 
dengan standar dan tujuan kebijakan, sumber 
daya manusia masih kurang efektif sehingga 
pengambilan kebijakan belum terarah, 
terkadang kebijakan tidak sesuai dengan 
prosedur kerja standar atau Standard 
Operating Procedures (SOP), pengambil 
keputusan belum mengetahui kebutuhan, 
keinginan atau permasalahan yang dihadapi 
masyarakat. Dan komunikasi  antar 
organisasi terkait tentang penanggulangan 
bencana masih kurang efektif sehingga 
penyampaian informasi kepada pelaksana 
kebijakan tentang apa yang menjadi standar 
dan tujuan tidak seragam dan konsisten.  
Berdasarkan uraian di atas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul: “Implementasi Kebijakan 




Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, dalam penelitian 
kualitatif data yang dikumpulkan bukan 
berupa angka-angka melainkan data tersebut 
berasal dari naskah wawancara, catatan 
lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, 
gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya. 
(Sugiono 2010:16). 
Jenis penelitian kualitatif adalah suatu 
metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan 
untuk membuat deskripsi gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki 
(Sugiono, 2010: 28). 
Penelitian ini mencoba melihat 
Implementasi Kebijakan terhadap 
Penanggulangan Bencana di Kabupaten 
Parigi Moutong, dan tipe penelitian yang 
dianggap sesuai dengan desain penelitian ini 
adalah penelitian Deskriptif. Menurut 
Sugiono: “Penelitian Deskriptif adalah 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 
lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan, atau menghubungkan variabel 
satu dengan variabel yang lain”. 
Lokasi yang menjadi tempat penelitian 
ini di Dinas Sosial Kabupaten Parigi 
Moutong karena Dinas Sosial membidangi 
seksi bantuan dan tanggap darurat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Lokasi Penelitian 
Seiring adanya tuntutan masyarakat 
terhadap pemekaran wilayah, maka keluarlah 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Terbentuknya Kabupaten Parigi 
Moutong dan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Tojo Una-Una, dan berdasarkan Undang-
undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi 
Sulawesi Tengah maka wilayah Administrasi 
Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah 
bertambah menjadi 10 kabupaten dan 1 kota 
yang meliputi 147 kecamatan, 135 kelurahan 
dan 1.544 desa. 
Secara geografis terletak diantara 2
0
 
22’ Lintang Utara dan 30 48’ Lintang Selatan, 
serta 119
0
  22’ dan 1240 22’ Bujur Timur 
memliliki luas wilayah daratan 68.033 
kilometer persegi (Km2) atau 35,96 persen 
dan luas Pulau Sulawesi dan perairan laut 
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seluas 193.923,75 Km2, dengan batas-batas 
wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi 
Gorontalo. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi 
Maluku dan Provinsi Maluku Utara. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan selat 
Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.  
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan 
provinsi kepulauan yang mempunyai 1.142 
pulau dengan pulau terbesar yaitu Pulau 
Peling, Pulau Banggai serta pulau lainnya 
yang tersebar di 10 Kabupaten Se- Provinsi 
Sulawesi Tengah dan masing-masing terletak 
di: 
a. Kabupaten Banggai 42 pulau 
b. Kabupaten Banggai Kepulauan dan 
Banggai Laut 342 pulau 
c. Kabupaten Buol 13 pulau 
d. Kabupaten Donggala 32 pulau 
e. Kabupaten Morowali 160 pulau 
f. Kabupaten Poso 1 pulau  
g. Kabupaten Parigi Moutong 21 pulau 
h. Kabupaten Tolitoli 47 pulau 
i. Kabupaten Tojo Una-una 483 pulau 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah 
Kabupaten Parigi Moutong. Parigi 
merupakan ibukota Kabupaten yang secara 
astronomis terletak antara 0
0 30’ LU – 10 15’ 
LS dan 120
0 00’ – 1200 45’ BT.  Secara 
administratif, Kabupaten Parigi Moutong 
terdiri dari 23 Kecamatan, 287 Desa dan 5 
(lima) Kelurahan, dengan panjang pesisir 
pantai 472 Km
2
. Batas-batas administrasi 
Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai 
berikut : bagian Utara berbatasan dengan 
Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Toli-toli, 
bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Poso, bagian Barat berbatasan dengan 
Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, 
bagian Timur berbatasan dengan Teluk 
Tomini. 
Dalam mengimplementasikan 
kebijakan/program dapat diukur dari: 
Standar dan sasaran kebijakan/ukuran 
dan tujuan kebijakan  
Kinerja implementasi kebijakan dapat 
diukur tingkat keberhasilannya jika dan 
hanya ukuran dan tujuan kebijakan memang 
realisitis dengan sosio-kultur yang ada di 
level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran 
kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal 
(bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di 
level warga, maka agak sulit memang untuk 
merealisasikan kebijakan publik hingga titik 
yang dapat dikatakan baik. 
Van Meter dan Van Horn dalam 
Widodo (2010:105) menjelaskan bahwa 
pemahaman tentang maksud umum dari suatu 
standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 
Implementasi kebijakan yang berhasil , bisa 
jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 
(officials), tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. 
Standar dan tujuan kebijakan memiliki 
hubungan yang erat dengan disposisi para 
pelaksana (implementors). Arah disposisi 
para pelaksana (implementors) terhadap 
standar dan tujuan kebijakan juga merupakan 
hal yang crucial. Implementor mungkin bisa 
jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, 
disebabkan karena mereka menolak atau 
tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 
kebijakan. 
Kinerja implementasi kebijakan dapat 
diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran 
dan tujuan kebijakan. Pada penelitian ini 
aspek yang digali meliputi apakah standar 
dan sasaran kebijakan sudah memenuhi 
harapan dan keinginan masyarakat, kejelasan 
dari standar dan sasaran kebijakan yang telah 
ditetapkan, pemahaman terhadap tujuan 
standar dan sasaran kebijakan yang ingin 




Sumber daya merupakan hal yang 
harus tersedia dalam mengimplementasikan 
suatu kebijakan, berhasil tidaknya suatu 
kebijakan  untuk diimplementasikan sangat 




bergantung ketersediaan sumber daya yang 
memadai serta pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya yang ada dengan baik. 
Keberhasilan proses implementasi 
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan 
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 
Manusia merupakan sumber daya yang 
terpenting dalam menentukan suatu 
keberhasilan proses implementasi. Tahap-
tahap tertentu dari keseluruhan proses 
implementasi menuntut adanya sumber daya 
manusia yang berkualitas sesuai dengan 
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan 
yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi 
ketika kompetensi dan kapabilitas dari 
sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja 
kebijakan publik sangat sulit untuk 
diharapkan. 
Menurut George C. Edward III (dalam 
Agustino, 2012;158-159) sumberdaya yang 
harus tersedia agar implementasi kebijakan 
dapat berjalan dengan baik mencakup 
sumberdaya tenaga/staf, informasi, 
wewenang, dan fasilitas. Lebih lanjut di 
katakan bahwa walaupun perintah 
implementasi ditransmisikan dengan akurat, 
jelas dan konsisten, namun apabila para 
pelaksana (Implementors) tidak memiliki 
sumber daya yang cukup, yang diperlukan 
untuk menjalankan kebijakan maka 
implementasi tersebut tidak akan menjadi 
efektif. Keberhasilan implementasi 
penanggulangan bencana pada Dinas Sosial 
Kabupaten Parigi Moutong sangat tergantung 
dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya 
yang tersedia. Pada penelitian ini aspek yang 
dagali meliputi kualitas dan kuantitas 
sumberdaya manusia yang digunakan untuk 
melaksanakan kebijakan, ketersediaan dana 
operasional dan sarana prasarana yang 
memadai. 
Sumber daya yang paling penting 
dalam melaksanakan kebijakan adalah 
pegawai. Jumlah tidak selalu mempunyai 
efek positif bagi implementasi kebijakan, hal 
ini berarti bahwa jumlah staf yang lebih 
banyak tidak secara otomatis mendorong 
keberhasilan implemtasi. Hal ini di sebabkan 
oleh kurangnya kecakapan yang dimiiki oleh 
para pegawai pemerintah, namun disisi lain 
kekurangan pegawai juga akan menimbulkan 
permasalahan dalam mewujudkan 
implementasi kebijakan yang efektif. 
Rendahnya kualitas pelayanan publik oleh 
birokrasi di Indonesia, menurut winarno 
(2002:123) sering di anggap lamban dan 
kurang efisien bukan karena kurangnya 
jumlah staf atau pegawai yang menangani 
pelayanan tersebut, tetapi lebih pada 
kurangnya kualitas sumberdaya dan 
rendahnya motivasi para pegawai. 
“Kinerja yang tinggi dan disiplin yang 
tinggi akan diperoleh apabila para pegawai 
terpenuhi kebutuhannya”. Pada hakekatnya 
seorang birokrat harus memiliki : 
pengetahuan atau pemahaman tentang 
pekerjaan yang harus dilakukan, kesadaran 
bahwa disamping individu adalah sebagai 
orang yang dipercaya untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sehingga mempunyai 
rasa tanggungjawab, ketaatan dan kepatuhan 
terhadap segala peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku, keterlibatan dan 
melaksanakan apa yang harus dikerjakannya 
sehingga dapat dihindari penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin terjadi. Inisiatif 
dalam menyajikan apa yang harus dikerjakan 
sehingga sehingga dihindari penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin terjadi, inisiatif 
yang menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugasnya, sehingga tidak melakukan 
seperti halnya melakukan pola kerja hanya 
itu-it saja, rasa senang hati tidak terpaksa dan 
dipaksa dan dilaksanakannya sangsi dengan 
sungguh-sungguh ( WS. Widodo, 1993:60). 
Pada penelitian ini penulis melihat 
ketersediaan sumber daya dalam proses 
perumusan kebijakan penanggulangan 
bencana meliputi kecukupan dana dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Kecukupan dana dan kualitas sumber daya 
manusia dalam melaksanakan program 
merupakan faktor penunjang terhadap 
keberhasilan suatu program karena dengan 
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cukupnya dana dan tersedianya sumber daya 
manusia yang berkualitas akan menambah 
semangat dan kemauan serta mempermudah 
para pelaksana dalam melaksanakan 
program.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Sekretaris Dinas Sosial dan Kepala Bidang 
Pelestarian dan Kesetiakawanan sosial, dapat 
di jelaskan bahwa sumberdaya menjadi faktor 
tepenting dalam melaksanakan pekerjaan, 
sehingga di dalam latar belakang pendidikan 
dan keahlian sangat berpengaruh dalam  
meningkatkan kinerja pegawai.   
Dengan demikian, sumber daya 
manusia dalam implementasi kebijakan 
maupun dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya, disamping harus cukup 
juga harus memiliki keahlian dan 
kemampuan untuk melaksanakan tugas dari 
atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber 
daya manusia harus ada ketepatan dan 
kelayakan antara jumlah staf yang 
dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai 
dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya 
dapat terlaksana dengan baik.  
Kapasitas SDM yang memadai dan di 
sertai dengan rasa tanggung jawab yang 
tinggi dapat meningkatkan kualitas 
pelaksanaan tugas. Setiap pekerjaan tidak di 
rasakan sebagai beban, bahkan akan 
sebaliknya akan membebani dirinya bilamana 
ia tidak berbuat sebagaimana mestinya. 
Dengan demikian disiplin kerja seseorang 
dalam bekerja merupakan sikap atau perilaku 
ketaatan, ketertiban, tanggung jawab dan 
loyalitas pegawai terhadap segala tata tertib 
yang berlaku dalam organisasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan 
wawancara hal ini seharusnya dapat 
mendorong pemerintah daerah untuk dapat 
mengembangkan lebih lanjut sumber daya 
manusia yang dalam hal ini merupakan 
pelaksana penanggulangan bencana, 
pengembangan sumber daya ini dapat 
ditempuh dengan jalan pendidikan, pelatihan 
ataupun keterampilan. Sehingga kedepannya 
hal  ini dapat menjadi pendukung sepenuhnya 
atas kegiatan penanggulangan bencana. 
Karakteristik organisasi pelaksana 
Struktur birokrasilah yang dapat 
mengartikan karakteristik-karakteristik, 
norma-norma dan pola-pola hubungan yang 
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan 
eksekutif yang mempunyai hubungan baik 
potensial maupun nyata dengan apa yang 
mereka miliki dengan menjalankan 
kebijakan. Dan juga, tidak dapat diabaikan 
bagaimana ikatan-ikatan badan pelaksana 
dengan personil yang ikut berperan serta 
dalam sitem penyampaian kebijakan. (Van 
Metter dan Van Horn dalam Agustino,  
(2012;166). 
Walaupun sumber daya untuk 
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau 
para pelaksana kebijakan mengetahui apa 
yang seharusnya dilakukan dan mempunyai 
keinginan untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan 
tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi 
masih tetap ada karena terdapatnya 
kelemahan dalam struktur birokrasi. 
Menurutnya juga bahwa dengan tersedianya 
standard operating prosedures (SOP) dan 
fragmentasi atau pendistribusian tanggung 
jawab atau aktivitas-aktivitas pegawai antara 
beberapa unit kerja akan lebih 
mengefektifkan kinerja struktur birokrasi. 
(Edward III dalam Agustino, (2012:160). 
Berkaitan dengan penelitian ini Pusat 
perhatian pada agen pelaksana meliputi 
organisasi formal dan organisasi informal 
yang akan terlibat dalam 
pengimplementasian kebijakan publik. Pada 
penelitian ini aspek yang digali meliputi 
pengorganisasian baik secara formal maupun 
non formal, penerapan sanksi kepada 
implementor yang tidak menjalankan aturan 
dan standar operasional prosedur. 
 
Disposisi  
Pada penelitian ini, aspek disposisi di 
lihat dari tingkat pemahaman para pelaksana 




kebijakan tentang substansi kebijakan. 
Tingkat pemahaman dari pelaksana kebijakan 
akan terlihat dari hasil pelaksanaan 
kebijakan. Pelaksana kebijakan yang kurang 
memahami standar dan tujuan kebijakan akan 
berimlikasi pada efektifitas pelaksanaan 
kebijakan bahkan dapat menimbulkan 
kegagalan (frustrated). Arah kecenderungan 
para pelaksana terhadap standar an tujuan 
kebijakan juga merupakan hal yang krusial. 
Aparat pelaksana bisa jadi gagal dalam 
melaksanakan kebijakan karena mereka 
menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu 
kebijakan. Sebaliknya penerimaan yang 
menyebar dan mendalam terhadap standard 
an tujuan kebijakan di antara mereka yang 
bertanggung jawab utuk melaksanakan 
kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi 
yang besar terhadap penilaian kinerja dalam 
imlementasi kebjiakan. 
Menurut Tangkilisan (2003:325) jika 
para implementor memperlihatkan terhadap 
suatu kebijakan khusus, maka di mungkinkan 
bagi implementor untuk melakukan 
sebagaimana yang di maksud para pembuat/ 
actor kebijakan, maka proses implementasi 
sebuah kebijakan akan menjadi leih rumit. 
Untuk mendukung pandangannya tersebut 
maka Tangkilisan menyarankan bahwa  
seharusnya para pembuat/aktor kebijakan 
mampu memberikan insentif berupa 
pengakuan dan penghargaan terhadap para 
imlementor yang memiliki kinerja dan sikap 
yang baik dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan publik dampaknya adalah 
peningkatan produktivitas organisasi. 
Insentif dalam hal ini adalah daya 
perangsang yang di berikan kepada pegawai 
tertentu berdasarkan prestasi kerjanya 
sehingga karyawan terdorong meningkatkan 
produktivitas kerjanya. Laterally incentive 
means that wich incitas or a tendency to 
action. Insentif secara harfiah berarti sesuatu 
yang merangsang atau mempunyai 
kecenderungan merangsang minat untuk 
bekerja. (Tery dalam Hasibuan, 2000:181). 
Analisa Thoha atas prinsip dasar dari 
manusia akan Nampak dalam bentuk 
dinamika dan aktivitas kesehariannya 
terutama atas kecenderungannya dalam 
bekerrja, yang oleh Paterson dan Plowman 
dalam Hasibuan (2000:190), di konfrontir 
bahwa mengapa orang mau bekerja karena 
the desire to life, artinya keinginan untuk 
hidup merupakan keginan  utama darri setiap 
orang , manusia bekerja untuk dapat makan 
dan minum serta dapat melanjutkan 
hidupnya. The desirefor pression artinya 
keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan 
keinginan manusia yang kedua dan ini salah 
satu sebab mengapa manusia bekerja. The 
desire of power, artinya keinginan akan 
kekuasaan merupakan keinginan selangkah 
diatas keinginan untuk memiliki , mendorong 
orang mau bekerja.The desire for recognition 
artinya keinginan akan kekuasaan merupakan 
keinginan selangkah diatas keinginan untuk 
memiliki, keinginan akan pengakuan 
merupakan jenis terakhir dari kebutuhan dan 
juga mendorong orang untuk bekerja. 
Faktor disposisi (kecenderungan) 
merupakan fariabel ketiga dalam imlementasi 
kebijakan yang mempunyai konsekuensi 
penting bagi imlementasi kebijakan yang 
efektif. Boleh jadi para pelaksana sangat 
antusias terhadap suatu kebijakan, hal ini di 
tunjukan dengan adanya dukungan dan 
pelaksanaan implementasi kebijakan sesuai 
yang di inginkan, maka akan nampak dari 
sikap mereka, terhadap kebijakan yang 
hendak di imlementasikan. Imlementasi 
kebijakan publik ini di artikan sebagai 
kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan 
para pelaksana, untuk melaksanakan 
kebijakan. Implementasi kebijakan, jika inign 
berhasil secara efektif dan efisien, para 
pelaksana tidak hanya sekedar mengetahui 
apa yang harus di lakukan dan mempunyai 
kemauan untuk melaksasnakan kebijakan 
tersebut. sehingga akan memperlihatkan 
tingkat kinerjanya. Para pelaksana tidak dapat 
mengimplementasikan kebijakan dengan 
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leluasa, karena masih terkendala prioritas 
orang-orang yang merumuskan kebijakan 
Hasil pengamatan dan wawancara 
dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten 
Parigi Moutong bahwa telah menunjukkan 
sikap dan prilaku yang bertanggungjawab 
aparat pelaksana program dan melayani 
secara professional dalam melaksanakan 
program hal ini terlihat dari usaha pelaksana 
program dalam melakukan pendataan 
administrasi untuk masyarakat yang berada 
didaerah rawan bencana. 
 
Komunikasi antar organisasi. 
Dalam konteks implementasi 
kebijakan,Van meter dan Van Horn dalam 
Agustino (2012: 162) mengatakan 
sesungguhnya prospek-prospek tentang 
implementasi yang efektif ditentukan oleh 
kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan 
konsistensi dalam menkomunikasikan 
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.  
Komunikasi merupakan mekanisme 
yang ampuh dalam implementasi kebijakan 
publik. Semakin baik koordinasi dan 
komunikasi diantara pihak-pihak yang 
terlibat dalam suatu proses implementasi, 
maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi 
sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan 
Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial 
Kabupaten Parigi Moutong. Implementasi 
yang efektif terjadi apabila para pembuat 
keputusan sudah mengetahui apa yang 
mereka akan kerjakan. Tugas dan tanggung 
jawab yang akan mereka kerjakan dapat 
berjalan dengan baik bila komunikasi 
berjalan dengan baik. Sehingga implementasi 
kebijakan harus dikomunikasikan dengan 
pihak-pihak yang terkait, agar kebijakan 
tersebut akurat, tepat dan konsisten. Dengan 
demikian, komunikasi sangat diperlukan agar 
para pelaksana kebijakan dan implementor 
kebijakan akan semakin konsisten dalam 
melaksanakan kebijakan penanggulangan 
bencana yang diterapkan kepada sasaran 
kebijakan. 
Kaitannya dengan penelitian ini 
komunikasi merupakan kerangka 
penyampaian informasi kepada para 
pelaksana kebijakan tentang apa menjadi 
standard dan tujuan harus konsisten dan 
seragam dari berbagai sumber informasi. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan untuk 
menjawab permasalahan penelitian yang 
telah dirumuskan bahwa Implementasi 
Kebijakan Penanggulangan Bencana di 
Kabupaten Parigi Moutong bahwa, Standar 
dan sasaran kebijakan yang ada selama ini 
sudah efektif. Sumber Daya yang dimiliki 
belum efektif sebagaimana yang diharapkan. 
Sedangkan karakteristik agen pelaksana 
terkadang kebijakan sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Sikap/kecenderungan 
(disposisi) para pelaksana sudah efektif 
terlaksana. Serta Komunikasi  antar 
organisasi terkait belum efektif terlaksana 




Adapun saran-saran dari hasil 
penelitian dalam implementasi kebijakan 
penanggulangan bencana sebagaiamana 
kesimpulan yang ada, adalah sebagai berikut 
: 
1. Perlu adanya sosialisasi sesering mungkin 
di tingkat masyarakat yang berada di 
daerah rawan bencana dan di kalangan 
anak sekolah. 
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi 
antara Dinas Sosial dan instansi terkait 
lainnya untuk menindak tegas pelaku 
penebangan pohon secara illegal (illegal 
loging). 
3. Peningkatan sumber daya manusia pada 
Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Parigi 




Moutong, sehingga pengetahuan tentang 
penanggulangan bencana bisa dipahami, 
begitu pula fasilitas penanggulangan 
bencana perlu dirawat dengan baik 
sehingga bisa digunakan pada saat 
bencana. 
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